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“Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu 

juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S. At-Taubah: 105). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kata aspek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online adalah 

sudut pandangan, mempertimbangkan sesuatu hendaknya dari berbagai, pemunculan 

atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya sebagai 

pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.1 

 E. Utrecht, mengatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup 

(perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang 

seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan 

tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.2 

Pengangkutan atau transportasi adalah bagian dari aktivitas manusia yang 

sangat penting, meliputi kegiatan dari transportasi memindahkan suatu barang 

(commodity of goods) dan penumpang dari satu tempat ke (origin atau port of call) ke 

tempat lain atau part of destination, sehingga pengangkutan dapat menghasilkan jasa 

angkutan bagi masyarakat yang bermanfaat untuk pemindahan atau pengiriman 

barang-barang serta pengangkutan penumpang, kemudian kata online dalam Bahasa 

                                                           
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/aspek, (diakses pada 5 

September 2020, Pukul 08.24 WIB). 
2 Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 21. 

https://kbbi.web.id/aspek
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Indonesia sering diterjemahkan sebagai “dalam jaringan,” atau lebih dikenal dengan 

“daring.” Pengertian online adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung 

ke jaringan internet.3 

 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 1 Angka 5 yang dimaksud dengan jasa : 

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 

disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.” 

 

Perspektif di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online merupakan 

arti suatu sudut pandang atau pandangan.4 Hukum positif atau Ius Constitum, yaitu 

hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah 

tertentu, yang artinya bahwa hukum positif di Indonesia adalah hukum yang berlaku 

sekarang bagi masyarakat Indonesia.5 

 Kebutuhan aktivitas dan mobilitas yang tinggi dikehidupan masyarakat 

menyebabkan diperlukannya sebuah aplikasi yang dapat mempermudah transaksi 

dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya mempermudah bahkan sudah menjadi suatu 

keharusan, dengan adanya suatu aplikasi maka hanya dengan satu sentuhan jari maka 

kita dapat melakukan berbagai macam hal dalam kehidupan, seperti memesan 

makanan, membayar tagihan, membeli tiket bioskop serta urusan transportasi pun 

dapat kita lakukan dengan kemajuan teknologi yang tak terbatas ini. Beberapa tahun 

                                                           
3 Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang, Jakarta: Rineka 

Cipta, 1995, hlm. 1. 
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/perspektif, (diakses pada 

5 September 2020, Pukul 08.26 WIB). 
5 Chainur Arrasjid, Op. Cit., hlm. 111. 

https://kbbi.web.id/perspektif
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terakhir ini, Indonesia telah mengalami transformasi dalam bidang transportasi, yang 

dipicu oleh perkembangan pesat teknologi. Hal ini dapat kita lihat dari kemunculan 

model transportasi berbasis online di kota – kota besar di Indonesia.6 

Seperti Go-Jek, yaitu perusahaan yang berdiri pada Februari 2011 yang 

didirikan oleh Nadiem Makariem, telah banyak menarik banyak pengguna serta 

merekrut pengemudi ojek. Kemudian ada Grab dan Uber yang menjadi saingan bagi 

Go-Jek, di mana Grab lebih awal muncul dan berkembang di kawasan Asia Tenggara, 

yaitu perusahaan milik negara tetangga, yaitu Malaysia yang didirikan oleh Antony 

Tan. Serta perusahaan transportasi Uber yang berasal dari San Fransisco, California.7 

Menurut Direktur Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 

Ahmad Yani melalui unduhan aplikasi Gojek dan Grab sudah menembus 16 juta 

kaliatau setara 6,1 persen dari populasi jumlah penduduk Indonesia pada 2018 yang 

mencapai 258,7 juta jiwa.8 

Keberadaan perusahaan transportasi online sebagai bentuk dari pemenuhan   

kebutuhan masyarakat akan angkutan transportasi dengan operasional pelayanan  

seperti ojek dan taksi nyatanya belum mempunyai payung hukum, oleh  karena  itu  

                                                           
6 Dian Mandayani Ananda Nasution,“Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan 

Transportasi Berbasis Aplikasi Online,” Resam Jurnal Hukum, Vol 4. No, 1, 2018, hlm. 18. 
7 Berto Mulia Wibawa, Yani Rahmawati, Mathias Rainaldo, “Analisis Industri Bisnis Jasa 

Online Ride Sharing di Indonesia,’’ Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 8, No.1, 2018, hlm. 11. 
8 Rinaldi Mohammad Azka, “Berapa Sih Jumlah Pengemudi Ojek Online? Simak Penelusuran 

Bisnis.com”, 2019, https://ekonomi.bisnis.com/read/20191112/98/1169620/berapa-sih-jumlah-

pengemudi-ojek-online-simak-penelusuran-bisnis.com, (diakses pada 6 September 2020, Pukul 12.03 

WIB). 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20191112/98/1169620/berapa-sih-jumlah-pengemudi-ojek-online-simak-penelusuran-bisnis.com
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191112/98/1169620/berapa-sih-jumlah-pengemudi-ojek-online-simak-penelusuran-bisnis.com
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banyak pihak dalam kaitannya dengan transaksi dan keberadaan perusahaan  

transportasi jasa online sendiri belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.9 

Permasalahan muncul ketika Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yakni 

Bapak Ignasius Jonan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: 

UM.3012/1/21/Phb/2015 tanggal 9 November 2015. Salah satu poin penting dari Surat 

Pemberitahuan tersebut terletak pada poin 2 (dua) yaitu : 

“Pengaturan kendaraan bermotor bukan angkutan umum tersebut di atas 

sesuai dengan Kententuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan tidak memenuhi 

ketentuan sebagai angkutan umum.” 

Surat Pemberitahuan tersebut dipahami oleh masyarakat sebagai peraturan yang 

bersifat imperatif (mengandung larangan) bagi perusahaan transportasi online agar 

tidak menjalankan usahanya, di mana dalam hal ini Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia merupakan suatu bentuk pelaksanaan atau kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, namun surat pemberitahuan itu telah menuai dukungan serta 

kritikan melalui media elektronik, dengan itu maka pemerintah untuk memberi payung 

hukum berupa Peraturan Menteri Perhubungan yang berkaitan dengan peraturan 

transportasi jasa secara online yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik 

                                                           
9 Mega Rahmatullah, “Kedudukan Hukum Transportasi Online Menurut Hukum Pengangkutan 

Di Indonesia (Studi Di Kota Mataram)”, 2018, http://eprints.unram.ac.id/9321/1/JURNAL.pdf, (diakses 

pada 12 Agustus 2020, Pukul 14.32 WIB). 

http://eprints.unram.ac.id/9321/1/JURNAL.pdf
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Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna 

Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.10 

Nyatanya memang jika dilihat dari satu sisi efektifitas maka konsumen atau 

pengguna jasa transporatsi secara online adalah pihak yang mendapat keuntungan 

karena dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan dan transaksi secara efektif dan 

efisien namun, jika kita melihat dari segi perlindungan hukum bagi konsumen, akan 

memunculkan permasalahan. Kerugian dalam suatu transaksi harus dapat ditentukan 

pihak mana yang bertanggung jawab akan suatu kerugian. Misalnya, dalam layanan 

pemesanan makanan, makanan yang diantar sudah tidak layak konsumsi.11 

Permasalah pertanggungjawaban persoalan terhadap penumpang atas 

kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi transportasi jasa secara online. 

Seseorang kecelakaan tunggal yang dilakukan tukang ojek online yang diakibatkan dari 

kelalaiannya sendiri karena mengendarai motor dengan kecepatan 100 km/jam yang 

mengakibatkan penumpang cacat permanen pada gigi dan bibir serta luka memar di 

kepala dan tangan serta kaki.12 

Terdapat juga kasus yang mana driver transportasi online menggunakan alat 

transportasi yang berbeda dengan apa yang telah di perjanjikan dalam aplikasi yaitu 

sepeda motor yang telah diperjanjikan memiliki plat nomor yang berbeda dengan 

                                                           
10 Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Jakarta: Sinar Grafika, 

2016, hlm. 97. 
11 Dian Mandayani Ananda Nasution, Op. Cit. hlm. 19. 
12 Sovia Hasanah, “Pidana Bagi Pengemudi Ojek Online yang Menyebabkan Penumpang 

Terluka”, 2017, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5790343340ecb/pidana-bagi-

pengemudi-ojek-ionline-i-yang-menyebabkan-penumpang-terluka/, (diakses pada 4 September 2020. 

Pukul 14.37 WIB). 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5790343340ecb/pidana-bagi-pengemudi-ojek-ionline-i-yang-menyebabkan-penumpang-terluka/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5790343340ecb/pidana-bagi-pengemudi-ojek-ionline-i-yang-menyebabkan-penumpang-terluka/


 

 

6 
 

kenyataannya, begitu pula dengan driver transportasi online yang memiliki identitas 

yang berbeda dengan kenyataannya, dalam hal ini driver tersebut menggantikan orang 

lain untuk mengambil penumpang yang ada, hal ini dilakukan dengan berbagai 

alasan.13 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan kajian lebih 

mendalam, dalam melakukan penelitian yang berjudul: “ASPEK HUKUM 

TRANSPORTASI JASA SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

POSITIF DI INDONESIA.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, 

dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu : 

1.  Bagaimana aspek hukum transportasi jasa secara online dalam perspektif 

hukum positif di Indonesia? 

2.  Bagaimana tanggung jawab penyedia transportasi jasa secara online apabila 

terjadi suatu kerugian yang dialami oleh penumpang atau pemilik barang 

sebagai konsumen? 

 

 

 

                                                           
13 Nuraini Fillaili. “Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang 

Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver.”Jurist-Diction. Vol. 2, No. 4, 2019, hlm. 1378. 
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C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang aspek hukum transportasi jasa 

secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penyedia transportasi 

jasa secara online apabila terjadi suatu kerugian yang dialami oleh 

penumpang atau pemilik barang sebagai konsumen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1. Secara Teoritis; 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memeberikan 

sumbangan pemikiran dari seorang sarjana hukum, menambah pengetahuan, 

membuka wawasan serta memberikan masukan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya pada bidang perdata yaitu mengenai Aspek Hukum 

Transportasi Jasa Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif Di 

Indonesia. 

2. Secara Praktis; 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman, sumber 

informasi dan pedoman bagi pihak-pihak terkait secara langsung maupun 

tidak langsung dengan materi tulisan ini serta untuk pemerintah dapat 

menjadikan penelitian ini sebagai pedoman terkait kebijakan yang akan 
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dikeluarkan untuk memberikan solusi bagi permasalahan khususnya tentang 

Aspek Hukum Transportasi Jasa Secara Online Dalam Perspektif Hukum 

Positif Di Indonesia. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan menjadikan skripsi ini terarah dan 

tersusun secara jelas dan sistematis, dan mengingat luasnya jangkauan hukum perdata, 

ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ialah pada Aspek Hukum 

Transportasi Jasa Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, yang 

dititikberatkan pada permasalahan aspek hukum transportasi jasa angkutan roda dua 

secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan pertanggungjawaban 

penyedia transportasi jasa secara online apabila terjadi suatu kerugian yang dialami 

oleh penumpang atau pemilik barang sebagai konsumen. 

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran, teori, atau tesis mengenai suatu 

kasus atau permasalahan untuk menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang 

disetujui maupun tidak disetujui.14 Dalam menganalisis permasalahan tentang Aspek 

Hukum Transportasi Jasa Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, 

maka penulis menggunakan konsep kerangka teori, yaitu : 

                                                           
14 M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 80. 
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1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat 

dilaksanakan dan tuntutan dapat itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran 

hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum. Kepastian hukum 

(Rechtssicherheit) adalah konsep yang terkait erat dengan keberlakuan hukum (Die 

Geltung es Rechts). Ahli hukum Jerman bernama Gustav Radbruch mengaitkan 

keberlakuan hukum ini dengan konsep cita hukum (Rechtsidee).15 

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa 

hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan 

bahwa putusan dapat dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa 

hukum terlaksana.16 

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, berarti 

soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Kedua 

kepastian hukum adalah keamanan.17 

2. Teori Perjanjian 

Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah : 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 

                                                           
15 Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. 

Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 98. 
16 Darji Darmodiharjo, Positivisme Hukum, Jakarta: UPT Tarumanegara, 2007, hlm. 62. 
17Ibid 
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Perjanjian tidak lepas kaitannya dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, yaitu berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu Sebab yang halal. 

 

Menurut  Subekti  “Suatu  perjanjian dinamakan  juga  persetujuan  karena  

kedua  pihak  itu  setuju  untuk  melakukan sesuatu,  dapat  dikatakan  bahwa  dua  

perkataan  (perjanjian  dan  persetujuan)  itu adalah sama artinya.”18 

3. Teori Tanggung Jawab  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, tanggung jawab 

adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu boleh 

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya), hak fungsi menerima 

pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.19 

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal 

yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain 

sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi 

pertanggungjawabannya.20 

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua  macam 

bagian, yakni kesalahan dan risiko, demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas 

                                                           
18 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermassa, 1987, hlm.11. 
19 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Tersedia di 

https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab, (diakses pada 5 September 2020, Pukul 10.38 WIB). 
20 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2010, hlm. 48. 
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dasar kesalahan (lilability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa 

kesalahan (lilability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau 

tanggung jawab mutlak (strick liabiliy). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar 

kesalahan mempunyai arti bahwa seseorang harus bertanggun jawab dikarenakan ia 

melakukan suatu kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung 

jawab risiko ialah jika konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen 

tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.21 

4. Teori Perlindungan Konsumen 

Perlindungan Konsumen diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen yang pada Pasal 1 menyebutkan beberapa pengertian 

tentang perlindungan konsumen, konsumen, dan pelaku usaha yaitu : 

“1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. 

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi.” 

 

Para ahli diantaranya Hondius, Brack, Keijser, dan Kluwer-Deventer sepakat 

arti konsumen yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu konsument adalah pemakai 

terakhir dari benda dan jasa (uiteindelijke gebruiker van goerderen en diesten) yang 

                                                           
21 Ibid 
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diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (ordernemen); pengusaha mana yang 

memiliki arti luas yang mencakup produsen dan pedagang perantara (tusserhandelaar) 

konsumen dan pengusaha ini mempunyai hubungan timbal balik,22 yang dilandasi 

dengan asas dan tujuan yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu : 

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, 

keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” 

 

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh 

karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Materi yang 

mendapatkan perlindungan itu bukan hanya fisik, namun termasuk juga hak-hak 

konsumen yang bersifat abstrak. Perlindungan konsumen berkaitan dengan 

perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Berbicara 

perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang 

terpenuhinya hak-hak konsumen.23 

Pengertian perlindungan konsumen yang secara khusus berkaitan dengan 

masalah ganti kerugian, dimana yang berhak menuntut kerugian adalah pihak yang 

menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan 

benda selain produk yang cacat itu sendiri.24 

 

                                                           
22Andika Wijaya. Op. Cit. hlm.97. 
23 Rabiah Z. Harahap, “Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam 

Mewujudkan Perlindungan Konsumen’’. De Lega Lata. Vol. 1, No. 1. 2016, hlm. 215. 
24 Ahmadi Miru, Perlindungan Hukum Konsumen Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010, hlm. 21. 
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G. Metode Penelitian 

 Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah 

suatu usaha untuk menemukan, menggembangkan dan menguji suatu pengetahuan, 

atau suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.25 

 Cara agar mendapat data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, maka 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif 

yaitu dimana proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta 

doktrin hukum dari isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan jawaban, kajian 

utamanya adalah norma-norma hukum yang tertuang dalam bentuk perundang-

undangan, serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan yang terkait 

dengan Aspek Hukum Transportasi Jasa Secara Online Dalam Perspektif Hukum 

Positif Di Indonesia.26 

 

 

 

                                                           
25 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 42. 
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Kencana Prenanda Media Group, 

2007, hlm. 35. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam menjawab permasalahan di dalam skripsi ini 

menggunakan pendekatan: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), yaitu pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang 

memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.27 

1.   Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen,  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. 

3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 48430. 

4.  Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

                                                           
27Ibid. 
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5025. 

 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 

Tentang  Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5594. 

6.  Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 

Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474. 

7.  Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor  PM  23  

Tahun 2018 Tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online Pada 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 358. 

8.  Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 

Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda 

Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266. 

9.  Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor  PM  15 

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 304. 
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 b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan Konseptual atau Conseptual Approach, merupakan suatu metode 

pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum tersebut 

dapat ditemukan dalam pendangan yang dikemukakan oleh sarjana ataupun 

doktrin hukum yang diperoleh dari buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai 

karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan materi yang dibahas dalam 

permasalahan ini.28 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan Kasus atau (Case Approach) merupakan pendekatan yang 

bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah  hukum 

positif yang dilakukan sesuai dengan yang dilakukan dalam praktik hukum, 

melalui kasus-kasus yang telah terjadi untuk memperoleh gambaran terhadap 

dampak  dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, 

serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan sebuah permasalahan 

hukum.29 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang menitikberatkan pada 

                                                           
28 Peter Mahmud Marzuki. Op. Cit. hlm. 93. 
29 Jonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media 

Publishing, 2005, hlm. 17. 
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studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

 

a. Bahan Hukum Primer 

  Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan 

dalam penelitian,30 bahan-bahan hukum tersebut ialah sebagai berikut : 

 1. Kitab Undang -Undang Hukum Perdata. 

2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3821. 

3. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. 

4.  Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. 

5.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang  

Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594. 

6.   Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 

                                                           
30 H. Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004, hlm. 31. 
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2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1474. 

7.   Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor  PM  23  Tahun 

2018 Tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online Pada Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 358. 

8.  Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 

2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang 

Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 266. 

9.   Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor  PM  15 Tahun 

2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 304. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

  Bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan Hukum Primer 

yang meliputi buku-buku, internet, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan 

Aspek Hukum Transportasi Jasa Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif Di 

Indonesia hingga doktrin-doktrin dari para ahli.31 

                                                           
31 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar grafika, 1996, hlm. 106. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan yang memberi pentunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

Hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan sebagainya, agar diperoleh informasi yang 

terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan penelitian.32 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara yaitu : 

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber bahan 

hukum, karena melalui pengumpulan bahan hukum ini akan diperoleh bahan yang 

diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan. Berkaitan dengan 

normatif yang penulis ajukan maka metode pengumpulan bahan bersandar pada bahan 

sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, studi dokumenter, dengan studi 

kepustakaan/studi dokumen (documentary study).33 Studi dokumenter atau pustaka 

merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang 

berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen masalah-masalah 

hukum yang sudah ada dan dibukukan.34 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

                                                           
32 Bambang Sunggono, Op.Cit. hlm. 114. 
33 Bambang Wahluyo, Op. Cit. hlm. 18. 
34 Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan 

Desertasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 19. 
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 Menganalisis bahan hukum pada penelitian normatif analisis bahan hukum 

lebih mengandalkan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu penggunaan kalimat-kalimat 

yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang pokok bahasan untuk mencapai 

kesimpulan dari setiap permasalahan dalam tulisan ini yaitu mengenai Aspek Hukum 

Transportasi Jasa Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.35 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan 

dengan menggunkan kerangka pemikiran. Pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini 

dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal 

yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Proses ini dimulai dengan 

mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan 

terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan yang bersifat 

umum.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Zainuddin Ali, Op. Cit. hlm. 177. 
36 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. hlm. 33. 
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